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Abstract 

 

Regional fixed assets are one of the supporting elements of regional government in helping 

provide public services which must be managed well in order to provide superior information for 

regional financial reports. This study used qualitative research methods. Obtain a deep 

understanding of aspects related to the research object. This research can be concluded that 

BPKAD Magelang City as a regional organization which has the function of managing regional 

property based on asset availability, most of BPKAD Magelang City's asset needs have been 

fulfilled although there are still some assets in poor condition which can disrupt BPKAD 

operations 
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ABSTRAK 

 

Asset tetap daerah merupakan salah satu unsur pendukung pemerintah daerah dalam 

membantu memberikan pelayanan public yang mana harus dikelola dengan baik agar 

dapat memberikan informasi yang unggul bagi laporan keuangan daerah. Penelitian 

ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Memperoleh pemahaman yang 

mendalam tentang aspek yang terkait dengan objek penelitian. Penelitian ini dapat 
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disimpulkan bahwasannya BPKAD Kota Magelang sebagai organisasi perangkat 

daerah yang memiliki fungsi pengelolaan barang milik daerah secara  ketersediaan 

asset, sebagian besar kebutuhan asset BPKAD Kota Magelang telah terpenuhi 

walaupun masih terdapat beberapa asset dalam kondisi yang tidak baik sehingga 

dapat menggaggu operasional BPKAD. 

Kata Kunci: Asset, Pengelolaan Asset Tetap, Pengelolaan Keuangan, Daerah. 

 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Pemerintahan daerah di Indonesia berkembang seiring dengan perjalanan sejarah 

negara ini. Pemerintahan pusat memberikan wewenang bagi pemerintah daerah untuk 

mengelola urusan daerahnya sendiri, sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. Yang mana dalam undang-

undang tersebut menuntut pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri 

pengelola keuangan dan asset daerahnya. Hal tersebut juga didukung dengan 

peraturan permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan 

daerah. 

Pengelolaan asset tetap oleh pemerintah daerah adalah bagian integral dari 

tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan public dan 

pembangunan daerah. Hal ini juga sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Wilayah pada tahun 2014, 

yang menggantikan Peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 

2006 (Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah(BMD), 2006). 

Aset tetap daerah merupakan salah satu unsur pendukung pemerintah daerah 

dalam membantu memberikan pelayanan public yang mana harus dikelola dengan 
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baik agar dapat memberikan informasi yang unggul bagi Laporan Keuangan Daerah. 

Pengelolaan asset tetap yang baik akan meningkatkan efektifitas, efisiensi dan 

menambah nilai dari asset tetap tersebut sehingga pemerintah daerah dapat 

mengembangkan kemampuannya dalam membangun daerah. 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.07 mengenai aset tetap, aset 

adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah sebagai 

akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan dimiliki oleh pemerintah dan 

masyarakat. Manfaat ekonomi dan sosial di masa depan yang dapat diukur dalam 

bentuk moneter mencakup sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk 

memberikan layanan kepada publik dan sumber daya yang dikelola karena alasan 

sejarah dan budaya. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat 

lebih dari 12 bulan atau dimaksudkan untuk digunakan oleh kegiatan pemerintah atau 

masyarakat umum. 

 

2. KAJIAN TEORI 

2.1 Akuntansi Keuangan Daerah 

Menurut Halim (2007: 42), akuntansi pemerintahan daerah (kabupaten, kota atau 

provinsi) dapat dijelaskan sebagai suatu proses yang meliputi identifikasi, pengukuran, 

pencatatan dan pelaporan transaksi bisnis, status perekonomian atau keuangan suatu 

instansi pemerintah daerah. Informasi yang diperoleh dari proses ini dimaksudkan 

untuk menjadi dasar pengambilan keputusan ekonomi. Tujuan utamanya adalah 

untuk memberikan informasi yang diperlukan kepada pihak-pihak di luar lembaga 

pemerintah daerah, seperti kabupaten, kota, atau provinsi, sehingga mereka dapat 

mengambil keputusan ekonomi yang tepat dan terinformasi. 

2.2 Aset Tetap 
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Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), aset modal diartikan 

sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan 

dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau untuk kepentingan 

umum. Menurut Kasmir (2013), aset tetap atau aset tetap adalah aset berwujud yang 

mempunyai jangka waktu relatif panjang dan digunakan dalam aktivitas rutin selama 

lebih dari satu tahun dan dibeli untuk dijual kembali. Aktiva tetap dapat 

dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam kegiatan produksi 

dan usaha unit tersebut. Kelompok ini mencakup tanah, peralatan dan mesin, 

bangunan dan struktur, jalan, sistem irigasi dan aset tetap lainnya serta aset dalam 

penyelesaian. Kekayaan daerah yang termasuk dalam kategori ini adalah seluruh 

kekayaan yang dimiliki atau dikuasai oleh suatu pemerintah daerah dan diperoleh 

melalui pendanaan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) atau melalui perolehan 

yang sah. 

2.3 Pengelolaan Aset Tetap 

Pengelolaan aset usaha dapat dilakukan melalui pencatatan, pembukuan dan 

pelaporan, dengan fokus utama pada penggunaan aset sesuai dengan kebutuhan 

usaha. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa aset yang dimiliki perusahaan dapat 

memberikan manfaat yang optimal dalam menjalankan aktivitas organisasi. 

Pendekatan yang sama berlaku untuk pengelolaan aset modal di sektor publik. Aset-

aset tetap yang melayani operasional pemerintahan daerah harus dikelola berdasarkan 

prinsip-prinsip seperti prinsip fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, 

akuntabilitas, dan integritas, serta kepastian nilai. Dengan menerapkan prinsip-prinsip 

tersebut diharapkan pengelolaan aset dapat terjadi secara efektif dan memberikan 

kontribusi positif terhadap tujuan organisasi. 

3. METODE PENELITIAN 
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3.1 Jenis dan lokasi penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu 

mendeskripsikan aspek-aspek yang berkaitan dengan objek penelitian sevara 

mendalam. Sugiyono (2009) dalam Simamora dan Abdul (2013) mengatakan metode 

penelitian kualitatif akancocok digunakan untuk penelitian yang belum jelas, untuk 

memahami makna dibalik data yang tampak, untuk memastikan kebenaran data, 

interaksi sosial dan untuk mengembangkan teori. Lokasi penelitian ini dilakukan pada 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang. 

3.2 Teknik Pengumpulan data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Dokumentasi. Metode ini 

mengumpulkan data sekunder dari website Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Magelang. 

4. PEMBAHASAN 

 

semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari 

perolehan lainnya yang sah meliputi Persediaan (Tanah, Gedung, dan Bangunan), Jalan 

(Irigasi dan Jaringan) Aset Tetap Lainnya, Konstruksi dalam Pengerjaan, Aset Tak 

berwujud, Aset Kemitraan dengan pihak kertiga serta aset lain-lain. Siklus pengelolaan 

investasi mencakup serangkaian kegiatan pengelolaan aset yang diawasi berdasarkan 

peraturan pemerintah pusat yang diatur dalam Peraturan daerah (PERDA) Kota 

Magelang Nomor 12 Tahun 2017. Bahkan, Peraturan Daerah ini juga mengatur tentang 

teknis pelaksanaan siklus pengelolaan aset dan tata cara pelaksanaannya oleh BPKAD 

Kota Magelang sebagaimana diuraikan dalam Pasal ini. 

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Daerah, sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki fungsi pengelolaan barang 
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milik daerah maka Kepala BPKAD Kota Magelang selain sebagai Pengguna Barang 

juga mempunyai jabatan sebagai Pejabat Penatausahaan Barang. Demikian pula untuk 

aset yang dikelolanya, terbagi antara aset yang dikelola oleh BPKAD selaku perangkat 

daerah atau Pengguna Barang dan aset yang dikelola oleh BPKAD selaku Pejabat 

Penatausahaan Barang. 

a) Aset yang dikelola sebagai Pengguna Barang 

Terkait dengan ketersediaan aset, sebagian besar aset Badan Pengelola Aset 

Keuangan Daerah Kota Magelang sebagai pemerintah daerah tidak dapat digunakan, 

meskipun kondisi aset masih buruk atau ada beberapa barang dalam kondisi ringan 

atau sedang. berasal dari orang yang punya penyelesaian tugas. Beberapa aset ada yang 

rusak parah hingga tidak dapat dioperasikan lagi (terutama yang umurnya lebih dari 

10 tahun sejak tanggal pembelian). Aset yang tidak lagi berfungsi dengan baik 

memberikan beban pada anggaran suatu instansi karena pemanfaatannya tidak lagi 

optimal, sedangkan biaya pemeliharaan aset tetap memberikan kontribusi pada beban 

operasional kantor. 

Terkait asset yang tidak beroperasional dengan baik dalam beberapa tahun terakhir, 

terdapat kecenderungan penyusutan aset yang nilai fungsional atau ekonomisnya 

lebih rendah dari nilai aset berdasarkan kebijakan akuntansi. Penyusutan aset tersebut 

diikuti dengan penyusutan administratif atas aset yang sudah tidak terpakai, sehingga 

sejumlah nominal terakumulasi dalam neraca lembaga padahal sebenarnya barang 

tersebut sudah tidak layak pakai. 

Dokumen pengendalian persediaan berisi informasi tentang aset yang dijadwalkan 

untuk disusutkan selama beberapa tahun ke depan. Itu termasuk dalam aset lain 

dalam dokumen akuntansi. Dilihat dari utilitas/nilai bukunya, aset 
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tersebut sudah habis terpakai (nol) karena penyusutan aset (masa manfaat sama 

dengan utilitas saat ini, sehingga sisa utilitasnya nol). 

Kebutuhan lain dalam waktu dekat adalah pengelolaan aset yang dikelola dengan 

baik sehingga aset yang ada dapat dikatalogkan dengan baik baik dari sisi 

pemeliharaan maupun pengelolaan aset. Setiap SKPD wajib dapat memberikan 

kontribusi penting dalam mencapai opini WTP. Memberikan pengelolaan aset sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sarana prasarana yang dimiliki 

BPKAD sebagaimana tertera pada table berikut. 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana kerja di 

BPKAD selama ini secara umum sudah memadai. Namun, infrastruktur tambahan akan 

diperlukan selama lima tahun ke depan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan 

kemampuan intinya. Daftar kebutuhan sarana dan prasarana lainnya sebagaimana 

tertera pada table 

 

 

b) Aset yang dikelola sebagai Pejabat Penatausahaan Barang 

Selain prasarana yang dimiliki oleh BPKAD sebagai pengguna peralatan/harta 

daerah, terdapat pula aset daerah yang pengelolaannya dilakukan oleh Direktur 

Wilayah Badan Pengelola Aset Keuangan Daerah Kota Magelang selaku pengelola 

barang milik daerah, yang pengelolaannya dikelola oleh kepala daerah. Barang-barang 

tersebut sebagian dimanfaatkan/didayagunakan yang hasilnya dimasukkan ke dalam 

Kas Daerah Kota Magelang sebagai penerimaan daerah. Adapun Barang Milik Daerah 

yang didayagunakan tersebut bisa dilihat sebagaimana tertera pada table 
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Pada segmen aset yang secara pasti menimbulkan beban pada setiap kerugian 

daerah, dan setiap entitas yang menjadi penyebab kerugian daerah akan dikenakan 

sanksi. Selain itu, klaim ganti rugi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan undang- 

undang yang berlaku. 

ini telah terkonfirmasi melalui hasil survei peneliti bersama BPKAD Kepala Dinas 

Properti Kota Magelang dan sejumlah pegawai. Mereka mengatakan prosedur 

kompensasi dan penerapan sanksi dilakukan sesuai dengan peraturan nasional. 

Permendagri No. 19 Tahun 2016. 
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5. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa BPKAD Kota 

Magelang sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki fungsi pengelolaan 

barang milik daerah secara ketersediaan asset, sebagian besar kebutuhan asset BPKAD 

Kota Magelang telah terpenuhi walaupun masih terdapat beberapa asset dalam kondisi 

yang tidak baik sehingga dapat menggaggu operasional BPKAD. Beberapa alat yang 

sudah tidak dapat dioperasionalkan atau tidak layak telah di lakukan penghapusan 

oleh BPAKD sesuai dengan kebijakan akuntansi. Selain itu BPKAD Kota Magelang 

dinyatakan telah sesuai melakukan kibijakan ganti rugi dan penerapan sanksi sesuai 

dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri no. 10 tahun 2016. 

5.2 Saran 

Berdasarkan beberapa temuan yang diperoleh dalam penelitian ini terdapat 

beberapa saran bagi BPKAD Kota Magelang yaitu adanya manajemen pengelolaan 

asset yang terkelola dengan baik, sehingga asset-aset yang ada dapat terinventaris 

dengan rapi, baik dari sisi pemeliharaan maupun dari sisi administrasi asset. 
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